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* Nama : BeniRaharjo
e TTL : Majalengka, 12 Mei 1978

e Pendidikan

Sekolah Kehutanan Menengah Atas (1997)

Sarjana Kehutanan, UGM (2002)

Master of Natural Resources, UNE (2009)

Doctor of Philosophy oi Forest Landscape, HU (2015)

e Pekerjaan
- Kanwil Dephut Kalsel (1997)
- Dishutprov Kalsel (2000)
- Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Sultra (2019)
- Dishutprov Sultra (2019)

e Kontak : Hp 08119000066, Email beni.raharjo@gmail.com

* Afiliasi/Jabatan :
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Dinas Kehutanan Prov Sultra




- Luas Kawasan Hutan 2,34 Juta Ha (+ 61% luas daratan)

- Pemprov Sultra memiliki 1 Dinas Kehutanan, 25 UPTD KPH,
1 UPTD Tahura, 1 UPTD Perbenihan

- Pemanfaatan kawasan hutan 136.000 Ha, penggunaan
kawasan hutan 69.000 Ha > 8% Kawasan Hutan sudah
dimanfaatkan/digunakan

- Kegiatan rehabilitasi DAS dan luas lahan kritis oleh Dinas
Kehutanan/KPH seluas 1.200 Ha (2017), 1.250 Ha (2018),
1.120 Ha (2019)

- Perhutanan sosial total 70 ribu Ha, 10.159 KK, 89 Unit
SK/ljin/Hak/NKK



Peta Kawasan Hutan Prov Sultra

Euas ProvinsiSultra: 15,3/t Ha
SDE(ENE 2381 Jt Ha

- llautan 11,49 Jt Ha
Luas Kawasan Hutan :2.34 Jt Ha
(61% LuasiDaratan)




Pengelola Tingkat Tapak KPH dan Tahura

1. KPH Kapontori

2. KPH Lasalimu

3. KPH Lakompa

4. KPH Katondoki

5. KPH Wakonti

6. KPH Pulau Muna

7. KPH Peropa’Ea

8. KPH Gantara

9. KPH Pulau Kabaena

10. KPH Tina Orima

.aiﬁ». 11. KPH Mekongga Selatan

- 12. KPH Ladongi

13. KPH Mekongga Utara

14. KPH Ueesi

15. KPH Alaaha

v 4
[EEN
(9]

. KPH Patampanua Selatan
. KPH Patampanua Utara
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18. KPH Laiwoi Barat
L oy 19. KPH Laiwoi Utara
‘ . 20. KPH Laiwoi Tengah
b R e :ﬁ e 21. KPH Laiwoi Tenggara
A o ' iy 22. KPH Laiwoi

. KPH Pulau Wawonii
. KPH Gularaya
. KPH Wakatobi
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. Taman Hutan Raya Nipanipa



Skema Pemanfaatan Hutan pada KPH

Skema Pengelolaan

* Dikelola Sendiri
* Dikelola Bersama (Kerjasama)

* Dikelola oleh Pihak Lain (IZIN)

Izin Pemanfaatan
IPHHBK
IUIPHHBK

IUPK

IUPJL

IUPSL

HTR

Pemanfaatan Wiltu
- Kerjasama
- Dikelola KPH

/

PERHUTANAN SOSIAL



Pengurusan Hutan Hutan

Pengurusan Hutan

1. Perencanaan Kehutanan (Pusat): inventarisasi,
pengukuhan kawasan, penatagunaan kawasan hutan,
pembentukan wilayah kelola, rencana kehutanan.

2. Pengelolaan Hutan (Pusat, Provinsi): tata hutan,
rencana pengelolaan, pemanfaatan/penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan,
konservasi.

3. Litbang, Diklat, Penyuluhan (Pusat, Provinsi)
4. Pengawasan (Pusat)



Perubahan Paradigma?

HHBK
Jasling




|de Strategis Pengelolaan Hutan

(Disampaikan pada Penyegaran Tenaga Bakti
Rimbawan lingkup BPDAS-HL, 2019)



Upaya Tindak Lanjut
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Penguatan peran
Pemerintah Daerah
(Provinsi) dalam
Pengelolaan
Hutan. Gubernur
sebagai wakil
pemerintah pusat

di daerah
semestinya
mendapat porsi
kewenangan yang
lebih besar untuk
menciptakan
pelayanan yang
efektif dan efisien.

Pembagian Dana
Bagi Hasil dari
PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan
(PNBP-PKH) untuk
Daerah. Dana
PNBP-PKH akan
sangat menunjang
pembangunan di
tingkat tapak dan
tingkat provinsi di
Sulawesi
Tenggara.

Pemberdayaan
Lembaga KPH
sebagai ujung
tombak
pengelolaan hutan
di tingkat tapak
untuk
Verifikasi, validasi,
dan tindakan
lapangan
Inventarisasi
potensi sumber
daya
Melalui
peningkatan
anggaran,
teknologi, dan
kewenangan.
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Sistem terintegrasi
antara pusat dan
daerah dalam
monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
pengelolaan hutan.
Data dari lapangan
(hutan) yang
diambil oleh
petugas kehutanan
di tingkat tapak
(KPH) harus dapat
terkoneksi
langsung dengan
database di Pusat
untuk pengambilan
keputusan.

B

Terintegrasi

Pengelolaan hutan
berbasis lanskap,
bukan berbasis
fungsi. Dalam
pengelolaan (izin,
kerjasama, dsb)
dapat memiliki
fungsi-fungsi
Kawasan Hutan
yang berbeda
namun terintegrasi
dalam suatu
pengelolaan
lanskap. Monitoring
dan Evaluasi
pengelolaan
lanskap dapat
mengoptimalkan
peran KPH




Pengelolaan Lanskap Hutan

| : ,
HUTAN SEBAGAI EKOSOSTEM - Landscape Manag@me'ntj
Ecologically sensible, Socially acceptable, Economically Feasible 1

Pengelolaan Landscape/SFM
)
- TAPAK (KPH)

Dari bias ke Diversifikasi Hasil Hutan
Korporasi menjadi Dari timber sentris ke
seimbang korporasi multiproducts dan
dan masyarakat service
Perluasan Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan

Hutan : Kemitraan (PS)/Kerja Sama Pemanfaatan)

» Peningkatan Keterampilan
= Peningkatan Kapasitas

Indikator Kinerja : Produksi
Pengabdian Kepada ‘ M UIt| B|Sn|S d| H P/H L [ ; = Peningkatan Kua.litas Produksi
Masyarakat FHIL = Peningkatan Jenis produk

olahan
= Peningkatan jasa layanan
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Profesi / Keinsinyuran

||PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

}

TENAGA KEHUTANAN YANG

MEMILIKI KOMPETENSI KERJA DI
ROAD MAP & » BIDANG PENGELOLAAN HUTAN
HENSIRES FRll LESTARI SESUAI STANDAR

KOMPETENSI KERJA NASIONAL
PIl,
BNSP, ||
LSP

INDO&ESIA

PERENCANAAN HUTAN;
PEMANFAATAN HASIL HUTAN;
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN;
PEMBINAAN HUTAN; DAN
PENGOLAHAN HASIL HUTAN.

AN NI NN
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CHEREINER M
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P.81/2016 P.49/2017
P.83/2016 : .
_ Tentang Kerja Sama Penggunaan dan Tentang Kerja Sama
Tentang Perhutanan Sosial Pemanfaatan Hutan Untuk Pemanfaatan Hutan di
Mendukung Ketahananan Pangan KPH

Multi Bisnis di

Dukungan IPTEK dan
SDM untuk
Pengembangan
Komoditi /Jasa layanan

|

ROAD MAP & RENSTRA FHIL UHC
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Potensi Serapan SDM

PENGURUSAN

PELAKU/SEKTOR

Perencanaan
Hutan

Pemerintah

Pemanfaatan
Kawasan Hutan

Pemerintah

KPH/BLUD (Kelola sendiri)
Kerjasama/Kemitraan
Izin:

Penggunaan
Kawasan Hutan

e [UPK

e |UPHHK (HA, HTI, RE) 3
e |JUPHHBK/1

* [|UPJL

* |PHHK
 |IPHHBK/ 35
 |UIPHHK/ 25

* 1zinPS /89

* |PPKH

* Kerjasama Penggunaan

Potensi pemanfaatan
kawasan hutan belum
optimal

Strategi:
Kerjasama/Kemitraan
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Pointer RoadMap

Roadmap PS Kehutanan

1.

W
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Visi Jurusan FHIL
Misi Jurusan FHIL
Laboratorium

Roadmap Kelompok Minat Manajemen Hutan - Ketiadaan
lembaga tingkat tapak

Tema Penelitian Kelompok Minat Manajemen Hutan
Tema Penelitian Kelompok Minat Budidaya
Kelompok Minat Konservasi Hutan dan Lingkungan
Kelompok Minat Teknologi Hasil Hutan

Roadmap Pengabdian kepada masyarakat:

1.

Pengabdian kepada masyarakat dibarengi dengan profesi dan
sertifikasi
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Kesimpulan

EkosistedT Hutan.,

Harapan:

1. Dukungan IPTEK untuk pengembangan multibisnis di
Hutan/Kawasan Hutan

2. Pengabdian kepada Masyarakat untuk Multibisnis utamanya di
KPH

3. Roadmap dan Renstra mampu menciptakan SDM / profesional
sesuai standar kompetensi
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